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PENGANTAR
KEPALA PUSAT PENELITIAN 

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas 
rahmat dan hidayah-Nya, sehingga buku ”Politik Hukum Pelindungan 
Data Pribadi” dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini merupakan 
bunga rampai yang disusun berdasarkan hasil penelitian Kelompok 
Bidang Hukum Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sebagai bagian pelaks-
anaan tugas pokok para peneliti. 

Perkembangan dan penggunaan teknologi informasi, selain 
membuka banyak kesempatan dan peluang pengembangan, namun di 
sisi lain juga telah membuka kerawanan baru terjadinya pelanggaran 
terhadap data pribadi. Meskipun telah ada aturan yang mengatur 
terkait pelindungan data pribadi, namun aturan yang berkaitan 
dengan pelindungan data pribadi di Indonesia masih lemah dan 
bersifat umum karena aturannya tersebar dalam beberapa peraturan 
perundang-undangan yang terpisah dan hanya menggambarkan 
konsep pelindungan data pribadi secara umum. 

Banyaknya aturan yang mengatur mengenai pelindungan 
data pribadi justru menjadi permasalahan tersendiri dalam rangka 
penegakan hukum. Peraturan pelindungan data pribadi menjadi 
tersebar, bersifat sektoral dan kurang komprehensif. Beberapa 
ketentuan yang mengatur pelindungan data pribadi yang tersebar di 
beberapa peraturan perundang-undangan menyebabkan tumpang 
tindihnya, mekanisme dan kewenangan dalam melakukan pelindungan 
terhadap data pribadi dan hal tersebut dapat menimbulkan 
penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan dan melakukan 
intervensi terhadap data pribadi yang tentunya dapat menimbulkan 
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kerugian terhadap pelanggaran hak privasi. Untuk itu peraturan 
khusus tentang pelindungan data pribadi sangat dibutuhkan. 

Pada kesempatan yang baik ini, saya sampaikan apresiasi yang 
mendalam kepada penulis yang secara inovatif dan konstruktif telah 
berusaha memberikan sumbang pikir yang terbaik bagi pembangunan 
masyarakat dan bangsanya. Penghargaan dan terima kasih mendalam 
juga saya berikan kepada Dr. Binoto Nadapdap, S.H., M.H. atas sum-
bangan pemikirannya dalam melakukan kegiatan editing, sehingga 
buku ini layak untuk dibaca dan dapat bermanfaat bagi pengembang-
an ilmu hukum dan perumusan kebijakan terkait. 

 Jakarta, November 2020

Kepala Pusat Penelitian 
Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Dr. Indra Pahlevi, S.IP., M.Si.
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PENGANTAR EDITOR

Sudah ada kesepahaman dan kesadaran global terhadap 
pentingnya pelindungan data pribadi dari setiap pemegang hak dan 
kewajiban. Ada berbagai macam alasan atau pertimbangan mengapa 
data pribadi tersebut perlu mendapatkan pelindungan secara hukum. 
Alasan paling mendasar adalah bahwa sisi tertentu dari kehidupan 
seseorang yang tidak perlu masuk ke dalam ranah publik. Tidak semua 
hal yang menyangkut pribadi seseorang harus menjadi konsumsi 
masyarakat luas. Tidak segala hal yang menyangkut individu harus 
terbuka lebar-lebar ke khalayak ramai tanpa sekat pembatas. Dalam 
hidup, setiap orang selalu ada segi-segi kehidupannya yang bersifat 
pribadi. Setiap orang, pihak, perusahaan, lembaga atau bahkan negara 
juga mempunyai dan membutuhkan apa yang disebut dengan rahasia. 
Rahasia itu pada hakikatnya tidak pada tempatnya untuk sampai 
diketahui, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh pihak lain. Salah satu 
hubungan yang bersifat rahasia misalnya adalah hubungan dokter 
dengan pasien. Penyakit apa yang diderita oleh seseorang pasien, hal 
tersebut tidak perlu dipublikasikan kepada pihak mana pun. Cukup 
dokter dengan pasien atau keluarganya pasien saja yang mengetahui 
apa penyakit dari seorang pasien. Setiap dokter mempunyai kewajiban 
untuk menjaga rahasia pasiennya. Dokter tidak diperbolehkan untuk 
membuka rahasia dari pasien kepada lawan politik atau pesaing dari 
pasien pada saat kampanye misalnya. Berdasarkan sumpah Hipocrates, 
dokter dituntut untuk menjaga rapat-rapat rahasia dari pasiennya.

Kalau kita mengikuti alur pikir dari Yuval Noah Harari, sejarawan 
dari Hebrew University, penulis buku Homo Deus, Masa Depan 
Manusia, beliau mengatakan bahwa pada awalnya yang mengetahui 
data pribadi seseorang adalah sang ibu. Dengan pengasuhan dan 
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perawatan yang dilakukan secara terus-menerus terhadap anaknya, 
sang ibu mengetahui tentang dirinya anaknya lebih dari yang lain. 
Sang ibu mengetahui karakter dan kemauan dari anaknya. Seorang 
ibu mengetahui apa kebaikan dan keburukan anaknya, kapan marah, 
kapan senang, kapan minta dipeluk, digendong, kapan minta makan, 
dan kapan mulai nakal. Semua tingkah laku anak ini dipegang erat oleh 
sang ibu. Informasinya tidak bocor ke orang lain. Semuanya disimpan 
dengan rapi oleh sang ibu. Sangat sulit untuk mengorek informasi 
mengenai kejelekan seorang anak dari ibu kandungnya. Sedapat 
mungkin sang ibu akan berusaha menutupi kekurangan atau sisi 
buruk dari anaknya. Singkatnya data pribadi seorang anak akan aman 
dan dilindungi oleh ibunya.

Dewasa ini, perihal pelindungan penyalahgunaan data pribadi 
semakin marak terjadi. Rahasia pribadi banyak yang bocor ke mana-
mana. Dalam contoh yang paling sederhana misalnya, adalah soal 
seringnya kita mendapatkan telepon yang isinya menawarkan 
berbagai macam hal. Dalam satu hari kita bisa jadi akan mendapatkan 
telepon beberapa kali, di mana kata pembukanya adalah mohon waktu 
sebentar. Pihak lain menelepon kita tujuannya adalah menawarkan 
barang atau jasa tertentu. Panggilan lewat telepon selalu menawarkan 
hal-hal yang menjanjikan, sesuatu yang menawarkan kemudahan. 
Dari mana sang penelepon mendapatkan nomor telepon yang kita 
miliki dapat dipastikan kita tidak pernah mempunyai akses untuk 
mendapatkannya. Sumber informasi pribadi tidak akan dibuka. Yang 
kita rasakan akibat bocornya data pribadi ini adalah kita sering 
terganggu waktunya atas penawaran barang dan jasa yang bisa jadi 
tidak ada kaitan dengan keadaan dan kebutuhan riil kita sehari-hari. 

Dalam keadaan di mana semakin sering terjadi penyalahgunaan 
data pribadi, untuk itu perlu dibuatkan aturan main mengenai 
pelindungan pribadi tersebut melalui undang-undang. Secara 
sederhananya, pelindungan data pribadi sebagai salah satu hak 
menurut konstitusi, pengaturannya harus dalam bentuk undang-
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undang, apakah itu melalui pengaturan dalam berbagai undang-
undang (sporadis) atau melalui undang-undang tersendiri.

 Setiap undang-undang di dalamnya menyangkut atau 
menyentuh hak dan kewajiban yang dapat dipastikan akan 
berseberangan atau saling meniadakan. Ada pihak yang setuju dengan 
penambahan hak ada juga pihak yang tidak setuju dengan penambahan 
hak tersebut. Selain itu, ada pihak yang setuju dengan penambahan 
kewajiban dan ada juga pihak yang tidak setuju dengan pengurangan 
kewajiban. Antara yang setuju dengan yang tidak setuju ada tarik 
menarik pendulum. Kepentingan yang berbeda-beda inilah yang mesti 
diakomodasi di dalam undang-undang. Fungsi hukum di sini adalah 
mengkomodasi antara yang menginginkan perubahan dan yang tidak 
menginginkan perubahan. Ada yang yang ingin konservatif dan yang 
yang ingin progresif, ada yang menginginkan kebaruan ada yang 
ingin mempertahankan yang lama. Ada yang senang dengan keadaan 
sekarang dan ada pula yang menginginkan perubahan terhadap 
keadaan sekarang. Semuanya kepentingan tersebut menginginkan 
untuk diakomodasi dalam undang-undang.

Buku yang berjudul “Politik Hukum Pelindungan Data Pribadi” 
ini, merupakan tulisan dari 4 (empat) orang peneliti pada Pusat 
Penelitian Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia (DPR RI). Keempat penulis mengemukakan sudut pandang 
penekanan yang berbeda. Sdri. Novianti menyoroti pelindungan data 
pribadi dari perspektif hukum internasional, Sdri. Luthvi Febryka 
Nola mengangkat tulisan mengenai pelindungan data pribadi dari 
sudut hukum perdata, Sdri. Trias Palupi Kurnianingrum menyoroti 
pelindungan data pribadi dari sudut pelindungan konsumen dalam 
kaitannya dengan era digital, dan Sdri. Lidya Suryani Widayati 
membahas pelindungan hukum pribadi dari sudut hukum pidana. 
Keempat penulis mengemukakan permasalahan yang terkait dengan 
pelindungan data pribadi serta solusi yang ditawarkan untuk 
mengatasi masalah pelindungan data pribadi tersebut. 

Pengantar Editor
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Di Indonesia, literatur atau bahan bacaan mengenai pelindungan 
data pribadi belum banyak ditemukan. Hal ini disebabkan kepedulian 
terhadap perlunya pelindungan data pribadi belum begitu lama hadir 
dalam kehidupan kita bersama. Tidak mudah kita menemukan buku 
atau kumpulan tulisan yang secara khusus membahas mengenai 
pelindungan data pribadi. Kalaupun ada buku yang membahas 
mengenai pelindungan data pribadi dapat diperkirakan tidak akan 
lebih banyak dari jari tangan. Boleh dikatakan, kepedulian terhadap 
perlunya pelindungan data pribadi baru mengemuka seiring dengan 
perkembangan sarana komunikasi yang sedemikian cepat yakni ketika 
akses untuk mendapatkan data seseorang semakin mudah diperoleh 
karena adanya kemudahan berdasarkan sarana komunikasi.

 Di website Kementerian Informasi, saat ini sudah dipublikasikan 
mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data 
Pribadi. Dengan adanya publikasi mengenai RUU Pelindungan Data 
Pribadi dalam website Kementerian Informasi tersebut memberikan 
kesempatan kepada semua pihak untuk berperan serta memberikan 
masukan terhadap RUU Pelindungan Data Pribadi tersebut. Walaupun 
sudah ada publikasi mengenai RUU Pelindungan Data Pribadi, 
mengenai bagaimana ujung dari RUU ini, masyarakat luas perlu 
ada kesabaran, karena langkah untuk menjadikan RUU menjadi UU 
harus masih banyak tahapannya sebelum berhasil digolkan sebagai 
undang-undang. Seperti kata Alvin Toffler bahwa ketidaktahuan atau 
ketidakpastian mengenai sesuatu hal bukan alasan untuk berdiam 
diri.

Terlepas dari bagaimana cerita akhir dari RUU Pelindungan Data 
Pribadi nantinya yang sudah dipublikasikan dalam website tersebut, 
upaya ke empat penulis untuk menyumbangkan pikiran, merupakan 
salah satu langkah penting dan merupakan kontribusi nyata terhadap 
naskah RUU Pelindungan Data Pribadi. Bisa jadi apa yang ditawarkan 
oleh penulis dalam tulisannya adalah bagian kecil dari permasalahan 
yang hendak diatur, tidak menyangkut secara menyeluruh perihal 
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soal-soal dalam RUU Pelindungan Data Pribadi. Dari sejarah kita dapat 
belajar bahwa ide besar seringkali bermula dari ide kecil. Tidak ada ide 
yang langsung menjadi besar. Dari huruf menjadi kata, kata menjadi 
kalimat, kalimat menjadi paragraph, dan seterusnya. Melalui ide yang 
penulis sampaikan, mereka telah ikut ambil bagian dalam memberikan 
bahan masukan terhadap pembahasan RUU tentang Pelindungan Data 
Pribadi yang akan berlangsung pada saatnya nanti. 

Semoga gagasan atau pemikiran yang disampaikan oleh ke 
empat peneliti dari DPR ini nantinya dapat memberikan kontribusi 
nyata dalam pembahasan RUU tentang Pelindungan Data Pribadi.

Semoga penerbitan buku ini mencapai sasarannya.

Jakarta, Desember 2020

Dr. Binoto Nadapdap, S.H., M.H.
Dosen Pasca Sarjana MIH UKI

Pengantar Editor
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PROLOG

 Perkembangan dan pemanfaatan teknologi informasi, selain 
membuka banyak kesempatan dan peluang pengembangan, namun di 
sisi lain juga telah membuka kerawanan baru terjadinya pelanggaran 
terhadap data pribadi. Indonesia telah meratifikasi International 
Covenant on Civil and Political Right (ICCPR) melalui Undang-Undang 
No.12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil 
and Political Rights dan secara khusus jaminan pelindungan terhadap 
hak privasi warga negara, telah ditegaskan pada Pasal 28 G ayat (1) UUD 
1945. Meskipun telah ada aturan yang mengatur terkait pelindungan 
data pribadi, namun aturan yang berkaitan dengan pelindungan 
data pribadi di Indonesia masih lemah dan bersifat umum karena 
aturannya tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan 
yang terpisah dan hanya menggambarkan konsep pelindungan data 
pribadi secara umum. Beberapa aturan Undang-undang yang terpisah 
tersebut antara lain terdapat dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 
2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang 
Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU 
Adminduk), Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
dan lain-lain.

Pelindungan privasi dan data pribadi sangat mempengaruhi 
perkembangan ekonomi digital di suatu negara, tak terkecuali 
Indonesia. Hal ini dikarenakan data telah menjadi sumber daya 
baru untuk menggerakkan mesin bisnis di era digital. Disadari atau 
tidak, bahwa dengan adanya era digital, peredaran data menjadi 
semakin tidak terkontrol. Intrusi pemanfaatan teknologi internet 
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yang mencangkup segala lini mengakibatkan pemilik data menjadi 
kehilangan kendali atas data pribadinya. Pesatnya angka pengguna 
internet di Indonesia secara tidak langsung menunjukkan besarnya 
potensi pasar yang akan mempengaruhi munculnya berbagai peluang 
bisnis baru. Era industri 4.0 telah menyebabkan transaksi jual beli 
konsumen dan produsen menjadi tidak terbatas hingga ke luar negeri. 
Dalam era ini, hampir segala hal menggunakan perangkat digital 
sehingga secara tidak langsung mempengaruhi juga pola perilaku 
konsumen di Indonesia. Hal ini dapat menjadi ancaman yang nyata 
dengan semakin meningkatnya pemanfaatan teknologi yang tidak lagi 
dapat dibendung khususnya secara online. 

 Dari sisi keperdataan, pemanfaatan data pribadi seperti pisau 
bermata dua di satu sisi dapat menguntungkan pemilik data namun 
dapat juga dapat merugikan. Keuntungan bagi pemilik data apabila 
data dipergunakan untuk kemanfaatan, seperti untuk membantu 
diagnosa penyakit terkait data kesehatan dan mempermudah 
pelayanan perbankan terkait data keuangan. Kerugian bagi pemilik 
data apabila data disalahgunakan misalnya untuk penipuan, 
pemerasan, dan jual beli ilegal. Kerugian tidak hanya dalam bentuk 
material akan tetapi juga imateril bahkan sampai ada yang bunuh diri. 
Pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan secara perdata yaitu 
dalam bentuk wanprestasi jika berkaitan dengan kontrak, sedangkan 
di luar kontrak dapat dengan mengajukan gugatan perbuatan 
melawan hukum. Mekanisme pengajuan gugatan merupakan 
bagian penyelesaian sengketa melalui pengadilan, selain itu dapat 
juga ditempuh jalur alternatif penyelesaian sengketa (APS) seperti 
mediasi, negosiasi, serta arbitrase. Jalur pengadilan dipilih biasanya 
apabila ada salah satu pihak yang yakin dan ingin meraih kemenangan 
penuh, sedangkan APS dapat dipilih oleh pihak yang menginginkan 
bentuk penyelesaian yang saling menguntungkan (win-win solution). 
Kedua mekanisme penyelesaian sengketa perdata ini telah diadopsi 
dalam RUU Pelindungan data Pribadi. Hanya saja materi penyelesaian 

Pengantar Editor
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sengketa perdata dalam RUU kurang spesifik dan merujuk pada UU 
lain yang memiliki sejumlah kelemahan.

 Permasalahan dari sisi pidana juga menjadi isu penting dalam 
buku ini. Pemikiran mengenai pentingnya pelindungan data pribadi 
dari tindakan penyalahgunaan semakin menguat seiring dengan 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatnya 
pemanfaatan media elektronik oleh masyarakat. Saat ini ketentuan 
hukum terkait pelindungan terhadap penyalahgunaan data pribadi 
masih diatur secara terpisah dalam beberapa undang-undang dan 
hanya memuat kebijakan pelindungan data pribadi secara umum. 
Beberapa undang-undang ini belum mengatur secara komprehensif 
dan tegas mengenai tindakan yang dapat diklasifikasikan sebagai 
penyalahgunaan data pribadi serta ancaman terhadap penyalahgunaan 
data pribadi. Hal ini membuat penyalahgunaan terhadap data pribadi 
rentan terjadi. Sejumlah kasus mencuat, terutama yang memiliki 
keterkaitan dengan kebocoran data pribadi seseorang dan bermuara 
kepada aksi penipuan atau tindak pidana pornografi. Sebagaimana 
disebutkan dalam dasar menimbang pembentukan RUU tentang 
Pelindungan Data Pribadi, maka melalui kebijakan hukum pidana juga 
diharapkan dapat menjamin hak warga negara atas pelindungan diri 
pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin 
pengakuan dan penghormatan atas pentingnya pelindungan data 
pribadi.

Politik Hukum Pelindungan Data Pribadi
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EPILOG 

Buku berjudul “Politik Hukum Pelindungan Data Pribadi” 
mengupas permasalahan terkait dengan politik hukum terhadap 
pelindungan data pribadi, baik dari sisi hukum internasional, per-
data, maupun pidana. Pada bagian kesatu, Novianti menulis tentang 
“Pelindungan Data Pribadi dalam Perspektif Hukum Internasional: 
Pengaturannya dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia XE 
“Angkutan Jalan””. Politik Hukum Internasional pelindungan data pri-
badi yang diatur dalam beberapa ketentuan-ketentuan hukum interna-
sional yakni Deklarasi Umum HAM, ICCPR, Konvensi HAM Eropa, dan 
Deklarasi HAM ASEAN merupakan suatu hak yang dilindungi dalam 
kerangka HAM, Beberapa ketentuan yang mengatur pelindungan data 
pribadi yang tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan 
menyebabkan tumpang tindihnya, mekanisme dan kewenangan 
dalam melakukan pelindungan terhadap data pribadi dan hal tersebut 
dapat menimbulkan penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan 
dan melakukan intervensi terhadap data pribadi yang tentunya dapat 
menimbulkan kerugian terhadap pelanggaran hak privasi. Untuk itu 
peraturan khusus tentang pelindungan data pribadi sangat dibutuhkan. 
Pembentukan RUU pelindungan data pribadi harus memperhatikan 
ketentuan-ketentuan hukum internasional seperti ICCPR, Deklarasi 
HAM, EU General Data Protection Regulation /GDPR, dan lain-lain. 

Pada tulisan kedua mengkaji bagaimana politik hukum 
pelindungan data pribadi konsumen di era digital ditulis oleh Trias Palupi 
Kurnianingrum. Dikemukakan oleh penulis bahwa faktor penyebab 
penyalahgunaan data pribadi konsumen di era digital, yakni minimnya 
pelindungan negara terhadap data pribadi konsumen; minimnya 
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akses konsumen terhadap informasi untuk meningkatkan literasi 
mereka atas hak dan kewajiban konsumen; minimnya pengetahuan 
instansi daerah terkait pelindungan data pribadi; koordinasi yang 
buruk antara pusat dan daerah; dan masifnya pengumpulan data 
pribadi yang tidak hanya dilakukan oleh pemerintah namun juga pihak 
swasta. Berbeda dengan negara lain yang sudah memiki aturan terkait 
pelindungan data pribadi, Indonesia nyatanya hingga saat ini belum 
memiliki aturan yang mengatur mengenai data pribadi. Pengaturan 
data pribadi di Indonesia masih bersifat umum dan tersebar terpisah-
pisah ke dalam beberapa aturan undang-undang. Beragamnya aturan 
yang mengatur mengenai pelindungan data pribadi tanpa disadari 
justru berakibat pada tumpang tindihnya mekanisme dan kewenangan 
dalam melakukan pelindungan data pribadi itu sendiri sehingga yang 
paling dirugikan adalah pihak konsumen. Masuknya RUU Pelindungan 
Data Pribadi ke dalam Prolegnas Prioritas tahun 2020 menjadi tanda 
bukti bahwa negara telah berkomitmen untuk memberikan penguatan 
terhadap pelindungan data pribadi di Indonesia. Pembahasan RUU 
Pelindungan Data Pribadi pantas dijadikan momentum di mana 
konsumen berhak mendapatkan kepastian dan pelindungan hukum 
atas data pribadi mereka agar tidak disalahgunakan oleh oknum yang 
tidak bertanggungjawab. 

Bagian ketiga dari tulisan ini berjudul “Pergeseran Politik 
Penyelesaian Sengketa Pribadi: Kajian tentang RUU tentang Pelindungan 
Data Pribadi” ditulis oleh Lutvi Febrika Nola. Hasil analisisnya 
menyebutkan bahwa Pemerintah dapat memberikan pelindungan 
secara preventif kepada warga negara dari penyalahgunaan data 
pribadi melalui aturan perundang-undangan. Pelindungan tersebut 
dapat diberikan dengan cara mengatur penyelesaian sengketa 
dalam aturan khusus seperti UU Pelindungan Data Pribadi yang saat 
ini tengah dibahas antara DPR dan Presiden. Selain itu perlu juga 
dilakukan perbaikan aturan yang telah ada seperti aturan APS dan 
arbitrase dalam UU No. 30 Tahun 1999. Aturan ini kemudian akan 
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menjadi pedoman bagi masyarakat yang dirugikan dalam mengajukan 
gugatan perdata melalui pengadilan maupun di luar pengadilan. 
Selain itu dapat menjadi acuan bagi penegak hukum dalam melakukan 
penegakan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi. 

Bagian keempat yang merupakan bagian terakhir dari buku ini 
ditulis oleh Lidya Suryani Widayati yang mengemukakan mengenai 
bagaimana politik hukum pidana terhadap penyalahgunaan data 
pribadi. Penyalahgunaan data pribadi merupakan sebuah bentuk pe-
langgaran terhadap hak atas privasi. Oleh karena itu, diperlukan pe-
raturan hukum yang komprehensif guna melindungi data pribadi dari 
tindakan tersebut. Saat ini belum ada peraturan perundang-undang-
an yang secara khusus mengatur mengenai pelindungan data priba-
di. Melalui kebijakan hukum pidana dalam RUU tentang Pelindungan 
Data Pribadi yang saat ini dibahas oleh Pemerintah dan DPR maka 
diharapkan tindakan penyalahgunaan data pribadi dapat dicegah dan 
ditangani secara tegas. RUU tentang Pelindungan Data Pribadi selain 
memberikan ancaman denda bagi perseorangan juga kepada korpora-
si. Sanksi yang dikenakan berupa denda lebih besar dari sanksi yang 
dikenakan terhadap perseorangan. Kepada korporasi pidana dapat di-
jatuhkan kepada pengurus, pemegang kendali, pemberi perintah, pe-
milik manfaat, dan/atau korporasi. Melalui kebijakan hukum pidana 
yang tegas dan komprehensif terhadap penyalahgunaan data pribadi 
maka akan ada daya paksa untuk melindungi data pribadi dari tinda-
kan penyalahgunaan. 

Epilog
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